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DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

. bahwa untuk memaksimalkan tertib administrasi pencalonan
kepala desa dan transparansi pelaksanaan ujian calon kepala desa
pada pemilihan kepala desa, perlu mengubah Peraturan Bupati
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan
Kepala Desa,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan
Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587} sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015
Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Nomor 156} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor



18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan

Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan
Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47),
diubah sebagai berikut :

1. Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 12

(1) Apabila diantara Anggota P2KD berhenti, diganti dari unsur Perangkat Desa,
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang
dituangkan dalam Keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1
(satu) hari sejak Anggota P2KD berhenti.

(3) Anggota P2KD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
a. meninggal dunia;
b. atas pemintaan sendiri; dan
c. diberhentikan. ‘

{(4) Anggota P2KD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap; .
b. diangkat sebagai anggota BPD; PARAF AUTENTIKAS) =
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2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, yang
berbunyi :
Pasal 12A

(1) Dalam hal BPD tidak menetapkan Keputusan mengenai pengganti Anggota P2KD
yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), seluruh Anggota
BPD dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) Untuk mencegah terjadinya konflik dan tetap terlaksananya pemilihan Kepala
Desa, Camat melakukan penetapan dalam suatu keputusan mengenai pengganti
Anggota P2KD yang berhenti yang tidak ditetapkan oleh BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan pengganti Anggota P2KD yang berhenti oleh Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa, atau Perangkat Kecamatan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan paling lama 1
(satu) hari sejak Anggota P2KD berhenti. '

3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, yang
berbunyi :
Pasal 15A
(1) Syarat Pemilih yang belum mencapai usia hak pilih tetapi sudah/pernah
menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibuktikan dengan




buku nikah/kutipan akta nikah atau Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala

Desa.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan alamat Desa
yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dibuktikan dengan Kartu Keluarga/
Surat Keterangan Asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Parigi Moutong.

(3) Pemilih yang belum mencapai usia hak pilih dan sudah/pernah menikah, tetapi
tidak dapat menunjukan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(4) Pemilih yang belum mencapai usia hak pilih dan sudah/pernah menikah, tetapi
belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat hari “H” Pemilihan
Kepala Desa dapat diikutkan dan menggunakan hak pilihnya, dengan
ketentuan :

a. Pemilih yang bersangkutan wajib menunjukan buku nikah/kutipan akta
nikah atau Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa serta Kartu
Keluarga/Surat Keterangan Asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Parigi Moutong kepada P2KD/P3S di TPS; dan

b. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan daftar tersendiri
sebagai DPT Tambahan dan dicatat dalam buku daftar undangan Pemilih
pada saat memberikan hak pilih di TPS.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 24

(1) Tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf | dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan
partai politik yang terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan
politik, apabila Calon Kepala Desa sebelumnya adalah pengurus salah satu
partai politik.

(2) Apabila Calon Kepala Desa masih terdaftar sebagai pengurus partai politik,
yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai
pengurus partai politik selambat-lambatnya 1 (satu} hari sebelum mendaftar
sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Pemberhentian Calon Kepala Desa dari pengurus partau poht1k sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

,.‘Pa_;:t,a;r Politik
di Pusat/Wilayah/Daerah. - AUTENTIKAS]
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(1) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pemp#AEAGAMdEHMaian athu

Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, wajib terlebih
dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan instansinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis bagi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(3) PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak melampirkan
fotokopi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang
Berwenang sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon
Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terpilih diberikan cuti sejak
dilantik sebagai Kepala Desa.

(5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), apabila terpilih diberhentikan sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 26

(1) Izin cuti bagi Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 22 huruf n, diberikan sejak
Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan
Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD.

(2) Dalam pelaksanaan cuti, Kepala Desa yang akan mendaftar sebagai Bakal
Calon Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui
Kepala Dinas PMD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar
sebagai Calon Kepala Desa, dengan tembusannya disampaikan kepada P2KD.



(3) Kepala Desa yang tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa,
dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(4) Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati memberikan izin cuti bagi
Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa
terhitung sejak Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai
dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

(6) Selama masa cuti, Kepala Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas Pemerintahan Desa untuk
kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

(7) Selama masa cuti, Kepala Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap mendapatkan penghasilan tetap tidak termasuk tunjangan,
kecuali Kepala Desa melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.

. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 27

(1) Izin cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf o,
diberikan sejak Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai
dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD.

(2) Dalam pelaksanaan cuti, Perangkat Desa yang akan mendaftar sebagai Bakal
Calon Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa
selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala
Desa, dengan tembusannya disampaikan kepada P2KD.

(3) Perangkat Desa yang tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala
Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(4) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang
mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa terhitung sejak Perangkat Desa
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala
Desa terpilih oleh P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang
diberikan cuti sebagai Calon Kepala Desa.

(6) Selama masa cuti, Perangkat Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk
kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

(7) Selama masa cuti, Perangkat Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap mendapatkan penghasilan tetap tidak termasuk tunjangan,
kecuali Perangkat Desa melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.

. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A, yang
berbunyi :

Pasal 27A
Dalam hal Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
berstatus sebagai PNS di Desa, kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 27.

. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 29

(1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, mengajukan
permohonan mengundurkan diri sebagai Anggota kepada Bupati melalui Camat
dengan melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai 10000,
dan tembusannya disampaikan kepada P2KD.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Anggota BPD yang tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa,

dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa. W PARAF AUTENTIKA
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5. apabila Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tempat Pelamar berkuliah telah
berganti nama, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di
lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang baru;

6. apabila Perguruan Tinggi Negeri tempat Pelamar berkuliah tidak
beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di
lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat pelamar berkuliah tidak
beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di
lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Perguruan
Tinggi Swasta berada;

8. pengesahan fotokopi jazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia
di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau
Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang
membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;

9. pengesahan fotokopi [jazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di
Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang
bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat
Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas Ijazah/Sertifikat/
Diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang
membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan; dan
11. Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian
Agama, Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan atau Pejabat yang berwenang
tempat sekolah/perguruan tinggi berdiri bertanggungjawab dan
menjamin kebenaran dan keabsahan bahwa penerima surat keterangan
pengganti yang berpenghargaan sama dengan ljazah/STTB, pernah
menerima [jazah/STTB yang berasal dari sekolah/perguruan tinggi yang
bersangkutan.

. surat pernyataan bermaterai 10000, yang berisi :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana
penjara;

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;

bersedia tinggal di Desa apabila terpilih;

tidak sedang menjadi pengurus/anggota salah satu partai politik; dan

10 tidak sedang menjadi calon sementara/tetap anggota DPR/DPD/DPRD.

Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa

selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

. fotokopi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang

Berwenang bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS/Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja;

. fotokopi izin tertulis dari Pimpinan Instansi bagi calon Kepala Desa yang

berstatus Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan

Pemerintah Daerah;

fotokopi permohonan izin cuti tertulis kepada Bupati bagi Calon Kepala

Desa yang berstatus Kepala Desa;
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g. fotokopi izin cuti tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama
Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa yang dilegalisir
oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);

h. fotokopi permohonan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD kepada
Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD;

i. Asli Surat Penyataan Mengundurkan Diri bermaterai 10000 bagi Calon
Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD (sejak ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa);

j. fotokopi permohonan izin cuti tertulis kepada Kepala Desa bagi Calon
Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa;

k. fotokopi izin cuti tertulis dari Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang
berstatus Perangkat Desa yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di
Desa (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);

1. fotokopi surat cuti di luar tanggungan negara bagi Tenaga Pendamping Desa
yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desal);

m. fotokopi Keputusan Pemberhentian bagi Tenaga Pendamping Keluarga
Harapan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa);

n. fotokopi keputusan dari pimpinan partai politik yang terdaftar pada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik, apabila Calon Kepala
Desa sebelumnya adalah pengurus/anggota salah satu partai politik, yang
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang
membidangi urusan politik;

o. fotokopi keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik, apabila
Calon Kepala Desa sebelumnya adalah pengurus/anggota salah satu partai
politik yang dilegalisir oleh Pimpinan Partai Politik di Pusat/Wilayah/
Daerah.

p. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

q. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

r. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang;

s. fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter
RSUD atau Puskesmas setempat yang dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang;

t. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas
Kependukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku dan dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang;

u. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

v. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan

w. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Dalam hal dokumen persyaratan administrasi Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan tanda tangan elektronik/barcode,
fotokopi dokumen dimaksud tidak memerlukan legalisir dari Pejabat yang
berwenang di instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, huruf q, huruf r, dan
huruf s hanya diterima jika dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Daerah,
kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 35
(1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dibuat rangkap 2 (dua).
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah

dilampirkan dengan menunjukan asli dari fotokopjp arataratoteaith-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada saat menR(AiRAEAU HENTUIA R
Bakal Calon Kepala Desa kepada P2KD. ASISTEN( )
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(3) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukan asli dari fotokopi
persyaratan administrasi pada saat mendaftarkan diri kepada P2KD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu berakhirnya
pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala
Desa.

(4) Pada dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) identitas
Calon Kepala Desa berupa nama, tempat/tanggal/bulan/tahun lahir, dan
alamat pada dokumen administrasi berupa [jazah/STTB, KTP, Akte Kelahiran,
Kartu Keluarga, tidak boleh berbeda satu sama lain, kecuali Calon Kepala Desa
dapat menunjukan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dari instansi
yang mengeluarkan dokumen.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal
penulisan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, tempat/tanggal/
bulan/tahun lahir, dan alamat pada dokumen administrasi berupa
[jazah/STTB, KTP/Surat Keterangan, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga
menggunakan ejaan yang belum disempurnakan.

(6) Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan
gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(7) Identitas berupa nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat menggunakan gelar akademik, marga atau fam.

(8) Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan
lolos sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

13.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 40

(1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari S (lima) orang Bakal Calon Kepala
Desa yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (1), untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa
dilakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis oleh P2KD tingkat Kabupaten

dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
a. memiliki pengalaman kerja di pemerintahan baik Pusat, Daerah, dan Desa,
termasuk pengalaman kerja di instansi/lembaga yang dibiayai dari

APBN/APBD;
b. pendidikan; dan
c. usia.

(2) P2KD wajib melaporkan Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada P2KD tingkat Kabupaten untuk
dilakukan ujian tertulis paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Bakal
Calon Kepala Desa.

(3) Ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh P2KD tingkat Kabupaten melalui Panitia Ujian yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(4) Keanggotaan Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari
unsur P2KD tingkat Kabupaten dan dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah
terkait, perguruan tinggi, lembaga profesional atau instansi vertikal di Daerah
yang ditunjuk oleh P2KD tingkat Kabupaten, dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

(5) Ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan selama 1 (satu) hari di tempat dan waktu yang ditetapkan oleh
P2KD tingkat Kabupaten.

(6) Penilaian hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai jawaban soal yang ditetapkan
Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Penilaian kriteria bagi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian:

a. penilaian pengalaman kerja sebesar 10% _(sepuluh persen) dengan

ketentuan : - PARAF AUTENTIKAS} -
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b. penilaian pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan :

S3 memperoleh nilai 5 (lima);

S2 memperoleh nilai 4 (empat);

S1 memperoleh nilai 3 (tiga);

SMA memperoleh nilai 2 (dua); dan

SMP memperoleh nilai 1 (satu).

c. penilaian usia sebesar 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan :
1. 25-30 tahun memperoleh nilai 5 {lima);
2. 31-35 tahun memperoleh nilai 4 (empat);
3. 36-40 tahun memperoleh nilai 3 (tiga);
4. 41-45 tahun memperoleh nilai 2 (dua);
5. di atas 45 tahun memperoleh nilai 1 {satu).

(8) Nilai hasil ujian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diakumulasikan untuk memperoleh nilai
tertinggi sampai dengan nilai terendah Bakal Calon Kepala Desa.

(9) Hasil ujian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak dapat diganggu gugat.

(10) Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan hasil ujian
tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) pada hari dan tempat pelaksanaan ujian tertulis.

(11)Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lolos adalah yang memperoleh nilai
tertinggi ke-1 sampai dengan ke-5 dari akumulasi nilai hasil ujian tertulis dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(12) Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyerahkan rangkap
pengumuman hasil ujian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada P2KD tingkat Kabupaten untuk
selanjutnya disampaikan kepada P2KD dengan surat tertulis.

(13) P2KD menetapkan Bakal Calon Kepala Desa dalam suatu keputusan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima dan berdasarkan pengumuman hasil
yjian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) dan ayat (12).

(14)P2KD mengumumkan di Kantor/Balai Desa, papan pengumuman dan/atau
tempat strategis lainnya di wilayah Desa setelah melakukan penetapan Bakal
Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

R

14.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 42
(1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai
dengan Pasal 40, Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa yang berhak dipilih dalam Keputusan P2KD.
(2) P2KD menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
BPD sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
(3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam Keputusan P2KD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa :
1. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa, wajib menyampaikan
fotokopi surat izin cuti dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama
Bupati kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) sejak ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa; dan
2. apabila tidak menyerahkan dokumen kepada P2KD dan dalam kurun

waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan gugur sebagai
Calon Kepala Desa.
b. Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa :

1. Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa, wajib menyampaikan
fotokopi surat izin cuti tertulis dari Kepala Desa kepada P2KD sejak
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan

2. apabila tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada
angka 1 kepada P2KD, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.

c. Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD :

1. Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD Wajlb menyampaukan
Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bertiggg _
sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
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2. apabila tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada
angka 1 kepada P2KD, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa;
dan

3. Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh
P2KD sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberhentikan dari
jabatannya sebagai Anggota BPD.

d. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping :

1. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping Desa wajib
menyampaikan fotokopi Surat Cuti di luar tanggungan negara kepada
P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa;

2. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping Keluarga
Harapan wajib menyampaikan fotokopi Keputusan Pemberhentiannya
kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa; dan

3. apabila tidak menyerahkan dokumen kepada P2KD dan dalam kurun
waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dinyatakan
gugur sebagai Calon Kepala Desa.

(4) Salinan Keputusan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan
kepada Calon Kepala Desa.

(5) P2KD mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih di Kantor/
Balai Desa, papan pengumuman dan/atau tempat strategis lainnya di wilayah
Desa.

15.Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 55

(1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat
undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS yang
ditetapkan P2KD.

(2) Pemilih yang tidak menerima surat undangan dari P2KD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan KTP/KTP elektronik/
Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih
berlaku, atau Kartu Keluarga untuk menggunakan hak pilihnya.

(3) Apabila undangan sudah sesuai, P2ZKD memberikan 1 (satu) lembar surat suara
yang telah ditandatangani oleh Ketua P2KD dan dibubuhi stempel P2KD.

(4) Apabila surat suara yang diterima Pemilih dalam keadaan cacat atau rusak,
Pemilih berhak meminta surat suara pengganti yang baru dan menyerahkan
kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada P2KD.

(5) Penggantian surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan hanya untuk 1 (satu) kali.

(6) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuatkan Berita Acara.

(7) Setelah Pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara
mencoblos salah satu kotak yang memuat nomor, gambar atau foto dan nama
Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan paku vang telah
disediakan.

(8) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat
diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

(9) Setelah Pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai
dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang
telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya Pemilih menuju pintu keluar
dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

16.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

tiie PARAF KOORDINAS
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Diundangkan di Parigi
pada tanggal 8 Me1 2022
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN,
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DOKUMEN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

3. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

4. Daftar Hadir Rapat

5. Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

6. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

7. Contoh Surat Pernyataan Calon Kepala Desa

8. Contoh Surat Lamaran

9. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

10.Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi
Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa

11.Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

12.Pengambilan Berkas Bakal Calon Kepala Desa

13.Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

14.Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak
Dipilih Pada Pemilihan Kepala Desa

15.Surat Pernyataan Bersama Antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dan Calon Kepala
Desa

16.Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap

17.Berita Acara Rapat Pembentukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa

18.Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pembantu
Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa

19.Surat Tugas Sebagai Petugas Keamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

20.Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Dengan Calon Kepala Desa

21.Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

22.Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Pengedaran Surat Undangan Pemilihan Kepala Desa

23.Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

24.Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

25.Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Bahan Sosialisasi

26.Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Pemungutan Suara

27.Undangan Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Desa

28.Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara

29.Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara

30.Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara

31.Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

32.Berita Acara Serah Terima Dokumen Dan Logistik Yang Berkaitan Dengan Pemilihan
Kepala Desa

33.Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih

34.Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

35.Keputusan BPD Tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa

36.Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

37.Pedoman Kop Surat, Stempel Dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa

38.Denah Penghitungan Surat Suara

39.Denah Lokasi Pemungutan Suara Kepala Desa

40.Surat Keterangan Tidak Pernah Menjabat Tiga Kali Sebagai Kepala Desa

41.Contoh Surat Izin Cuti Perangka Desa

42.Contoh Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa

43.Contoh Permohonan Izin Cuti Kepala Desa

44. Contoh Surat Pengunduran Diri Anggota BPD

45. Contoh Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Anggota BPI} * PARAF AUTENTIKASI
46. Contoh Surat Pengantar Camat ke Bupati ASISTEN( )
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(4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberhentikan sebagai Anggota BPD sejak ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa.

(5) Dalam hal anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Anggota BPD yang diberhentikan digantikan oleh Anggota BPD baru nomor
urut berikutnya hasil pemilihan anggota BPD.

(6) Dalam hal anggota BPD nomor urut berikutnya hasil pemilihan anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada, Anggota BPD yang
diberhentikan digantikan oleh Anggota BPD hasil pemilihan antar waktu.

10.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 31

(1) Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, wajib melampirkan
fotokopi izin tertulis dari Pimpinan instansinya sejak mendaftar sebagai Calon
Kepala Desa.

(2) Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Daerah yang tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan
gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(3) Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terpilih diberhentikan
sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

11.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 34
(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas :
a. fotokopi Iljazah Sekolah Menengah Pertama/sederajat dan ljazah
sebelumnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

1. dokumen berupa :

a) fotokopi Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang
mengeluarkan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di
lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau
Lembaga Pendidikan tempat sekolah tersebut berdiri; dan

b) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan Iljazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang
mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan
sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di
lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau
Lembaga Pendidikan tempat sekolah tersebut berdiri.

2. apabila Jjazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan,
hilang, musnah, terbakar sehingga menjadi tidak jelas, Pelamar wajib
menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan
sama dengan ljazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang
mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ljazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas
Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan
tempat sekolah tersebut berdiri;

3. apabila [jazah /STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan,
hilang, musnah, atau terbakar sehingga menjadi tidak jelas, sedangkan
sekolah tempat Pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi, ditutup,
berganti nama, atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama
sekolah baru, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan
pengganti yang berpenghargaan sama dengan [jazah/STTB yang
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan
atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat
sekolah dimaksud pernah berdiri;

4. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dilegasilir oleh Pejabat
yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang
bersangkutan;
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KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DEBA

ssesss

fasama( S Jin

<{EPALA DESA

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan tahun Dua Ribu .., (..., 2("1 EiIﬂLlaL d_i
Kantor Desa .. . K pat Parigi Moutong
Musvawarah Pemb' ntukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ipm ﬁk;h hﬁ‘{ﬂ?‘
BPD dan dihadiri ah Kec:
Desa, unsur Peng; unsur To
l i irl. Mu isyawar
Pembentul Tahun
beberapa kesepakatan antara lain :
1 Menunjuk sebagai Panitia Pe Desa (P2KDJ fahun 20..., sebagai
berikut :

bl

1.

5
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PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

sese sy

Alamat - Jin. ...

FTAHUN 20...

RMUSYAWARATAN DESA ...,

Meni a. khimya masa jabat ¢
1gikuti Program Pe epala Desa
; ah Daerah Kabupaten
Panitia
b, bahwa

berdasarkan pertimbanaes sel dimaksud
pada huruf a 4

Kepala

ntang Desa

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
 Republik Indonesia Nomor 5495];

2. “43 Tahwun 2014 tentang Petunjuk
iomor 6 Tahun 2014 tentang
blik ahun 2014
Indonesia
gan
ang
hun
dang Nomor 6
Kabupaten Parigi Moutong
diubah dengan Peraturan
(Lembaran Daerah Kabup:
Momor
Moutong 1
4. F Cara

Dan

M, 177
I S0 8 5 L HIE
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Memperhatikan milihan
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?
jaringan dan penyaringan bakal Calon

c.
isarkan persyaratan yang ditetapkan

d. criunigutan dan penghilungan suard,

&. I3 Lez‘puxh; dan

f. memper tcﬂqguh jawabkan pelaksanaan

Desa pada BPD ...
KETIGA : sa tugas P2ZKD .. se:b agaimana dimaksud dalam T“ikt”m
sz al ’i t @Pkaﬂ uaﬂ b

a}:?hat d ikdl arkannva
an Pemilihan Kepala T Desa

h‘

daa citaLL
Trhomsng v rI P
PeErundang-

KELIMA

1 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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TENTANG : PEMBENTUKAN P J\Z}TIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN
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SUSUNAN KEANGGOTAAN P2KD ....

No. Nama Alamat Jabhatan Dalam Ket,
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PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAFTAR HADIR RAPAT

Jam

Tempat

Acara

Alamat/

Ho. Namsa Unsur/Jabatan
Dusun

Tanda Tangan
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PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Tt

Y e 20
Nomor PD-... /.. /20, Kepada
Sifat : niting Yth. Bupati Parigi Moutong
T : s + 1:
Lampiran } berkas ai -
Perihal an Pembentukan Panitia Parigi

Dalam rangka pro ses
hormat dilaporkan hal

1. Pada hari btﬁ“ﬁjﬂ;}pFiL di Kantor Desa

Kecamatan ... telan ‘l’iﬁaﬂlcﬂ‘idii l\ﬂ"b\, AW rarah TC;IM)("I}LJKCHE P L
Pemiliha 20... dan hasil pembentukan Panitia
BPD
2. erhadap laporan tersebut diatas,
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PANITIA PEMILIEAN KEPAL& DESA (P2KD ) ...........

KABGPAT EN PARIGI MOUTONG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON KEPALA DESA ..... PERIODE 20.... - 20......
NOMOR : ...../P2KD-..../... /20...

ati P ri g1 ‘\, su-nng Nonﬂr

0
bt
o

0
j¢))

bentu berdasarkan
wtang Pembentukarn
r‘pdflﬂ masyarakat

ecamatan ... akan

—

Desa .... berdasarkan
pala Desa sebagaimana
tang Perubahan Atas
e‘hﬂ Atas
a Desac P::re turan

B Lpatz Nomer 38
eraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20
No nor 47

a, =i1blik indonesia;

b. la Tuhan Yang Maha Esa;

C. dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
‘muk Indonesia Tahun 1945, serta mftm:gSrtah:?'i}{aﬁ dan

| . :

h

d.

:

R Y

elalh mempunyal

A s R S
vang diancam dengan pz dana ;3@113@;&

kecuali 5 (lima] tahun setelah ‘ ;m,;aq»z
mengumumkan  secara  Juj pn‘)h
bersangkutan pernah
ulang;
i. tidak sedang d cmut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan vang
v T if .
L.
iTi

h:*:;aia Dr*sr
n. mendapatkar

sebagai Kepa }
!

sati, apabila Calon Kepala Desa berstatus

-

o. mendapatkan iziﬂ apabila Calon Kepala Desa
berstatus sebagai
p. tidak pernah sebagai: Kepala Desa selama 3 {tiga] kali masa jabatan.
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B. PERSYARATAN ADMINISTRASI :
a. fotokopt KTP elektronik  (e-K71 at . Keterangan dari Dinas
Kependudukan i ' -rlaku dan dilegalisir cleh
Pein]

b. fotokopi KK yang

c. fotokopi Akte Kel

d. .ew;i:}p; BE

wenang;,
Lazah sebelumnya

:olah yang mengeluarkan
di  lin Qkai igan  Dinas
1 Pendidikan

g 1y benghargaan sama dengan

"”Q rhlﬁg,ans“ oleh Kepala Sekol: vang mengeluarkan surat
:ngga.nu vang dengan ljazah/STTB
rang  berwe inas Pendidikan atau
i Pendidikan fempat sekolah

1

k dapat
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4. fotokopi {jazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dilegasilir oleh Pejabat vang
bez wenang  di lingkungan  Perguruan  Tinggl  Negeri/Swasta  vang
;gkut»m

6. tidak beroperasi
di lingkungan
i Kementerian

ar berkuliah tidak beroperasi
berwenang di lingkungan
b Perguruan Tinggi Swasta

8. pengesal 1" sekolah Indonesia di
luar neg ngkutan atau Pej
vang berwenang di :4;‘; }ﬂ g Hlﬁﬁ’bld%ﬂg‘

Pendidikan L:‘a%ni‘ dan |
9. pengesahan fot Oﬂupl
Indonesia dan

Meneng
1} ﬂzau / S

‘iuzm‘f‘ieﬁ dari sekolah :sang e_h
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C. PERSYARATAN ADMINISTRASI TAMBAHAN KHUSUS BAGI KEPALA DESA,
PERANGHAT DESA, DAN ANGGOTA BPD

1. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala De
41
i
1-
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™
iy
5
iaksud pada angka 1
3
.
4.
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D. KETENTG;&N ?EMEERKASAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

1

i,

3
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D e

Berkas persvaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa dibuat rangkap
iqu'%;
Pm‘%} ri":ttaﬂ admin

an deng:

4
(il

unjukan asli dari i(}u:}kqa
iri kepada P2KD sampai

1 Kepala Desa, dinyatakan

v::{chlI« UUH :\"i BClAllis
ftaran dibuka tepat
NET}, kecuali pada har
ai jam di Sekrets
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CONTOH SURAT PERNYATAAN
CALON KEPALA DESA ........

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/

Pekerjaan

[ I VI (NI

oy

[

sedang menjalani hukuman pic
pernah dijatuhi pidana penjare
mempunyai kekuatan hukum tete
] paling singkat

ienjalani pidana

ilan vang telah
pidana vang
==

dan &

o

telah

buat dengan enarnyva dan apabila

siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai
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CONTOH SURAT LAMARAN

2]

ava vang bertandatangan di bawah ini:

DV B 0 B e

fotokopi KTP elektronik (e-KTH;,

Demikian surat Lamaran/Permohonan i

kebijaksanannya diucapkan terima kasih.

.............. S e 20
Yth. Ketua Panitia Pemilihan

Tempat

R r&: DI

enn Parigi Moutong
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enjadi Calon Kepala

pirkan persvaratan administratif

aya sampaikan, atas perkenan dan
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PR B G 4 LLoDasun .

selaksanaan

Catatan

1. Kepada vang ber st idak periu]
untuk mengguna than Kepala
Uesa pada h ari
<kan serta
waktu
. No. | Nama/Jabatan Tanda Tangan ’
1 et
| 2 Petugas Pendaltar
— = — = — — —]
T 3 [Pendaitar - B
Gunting disini
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA { P2KD } ........

KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

rtempat di ..., Kec.
litian kel
T

Calon Kepala Desa

ﬂ\

anggota PIZKL
!ii‘?}fﬂ“ ).
ministrast dan klarifikast

berkas permohona
a. Sebanvak ...

T
o
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o
o

L b)) s

p

g\
D

ses 315 tentang
Pemiliby an Daerah
Nom

Q rasi dan

a,
5

z‘aqquf
foutong guna

Derh f.i’ﬂk u; ex“ﬂ

? f'gfu:u
i ; [ Calon/Calon
‘rq*‘v:xri{dn kepada BFPD untuk
TLu Camat......... #

Al persyaratan
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PANITIA PEMILIHAN KEPAL& DESA(P2KD )} ........

tentang
an hai-hal

“1*‘1 k‘ P
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ﬂﬂhgk?i iike 3 1 7 k

dan mi

. oran g;
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w
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adi makium.
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD } ........
KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nomor . 2KD-.. /.. 200 Kepada
Sifat entis

Yth. Sdr.......... U
Selaku Pe i
| D}

Lampiran
Perihal
Tempat

3 - N . y T 5 " i .

akal C:abn u,e;ﬂ gan

r:*nmnn’s, | berkas di Sekretariat P2KD,

K@pada saudara rhi sersilahkan untuk n

Demikian untuk menjadi maklun.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA (P2KD)
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD } ........
HKABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nomor a

Sifat L BPD
Lax ‘ﬂpl arn

Perihal :  Laporan Hasi varingat Tempat

ngan bakal calon

1. dilakukan
2. mermeniihi
P
b,
4. C menuhi persvaratan
a
b,
C.
d.
5 K orang maka Tahapan
e
6. K orang (lebih dart 5 orang),
. Desa wajib meng kut; test
Iakcm ‘ 11 Pemilihan h;cg_l‘, Desa Tingkat
ng guna sidpcv dit -ﬂ“{fipk'aﬂ sebagai Calon Kepala Desa
an Ucﬁ):n kan Izepa da BPD untuk dilanjutkan kepada
nelalui Camat..... )
{”"} Ket : Filih salah satu sesuai jumiah D’zka Calon pada poin & atau 6 yang
nermerniil persyaratarn adn zf*’u’x‘-"’r{,.zsf}
7 Bakii Calon yang ditetapkan me
adalah
2008dr.
S.8dro
4. Sdro
o0 8droa
Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA {( P2KD } ........

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Mengingat

Ts a 151
2, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
- L i
i
I (Lembaran
or 41, Tambahan
101 i : omor 6321}
3. turan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan
. . . =,

Moutong
Daerah

-
b

)

4

Nomor ...
T

Peraturan B

I JE .y ¥y
Pencalonan,

-

Pengangkatan
Kabupaten |
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PET \ i CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ... MASA JABATAN 20... - 20...

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA
BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN 20 ....

MASA JABATAN 20.... - 20....

AHIR JENIS KELAMIN, PEKERJAAN /

NO NAMA/TGL., LAHIR KET,.
’ ! / PENDIDIKAN ALAMAT
1
3
4 .
5 .

KETUA PANITIA PEMILIH
KEFALA DESA (P2KD)

% PARAF AUTENTIKAS
ASISTEN| ) —#—




SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA
P2KD .........
DAN

CALON KEPALA DESA ........

Kami vang bertanda tangan dibawah in

..................... ;
.................... . dan

adalah Calon , se
sendint dan atas nama para penduk
sungguh-sungguh;,

1. Menjamin p Desa berjalan lancar, tertib, aman, dan

2. an inggl asas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, f’i_;;m‘, dan Adil

melakukan kecurangan atau
. berlangsung.

3. ian 1gendali  dan bersedia untuk diambil tindakan oleh
jadi dalam pelaksanaan Pemilihan

D

. SGE@KU Ketua

e dst.

Menvatakan dengan sungguh-sungguh;,

tugas secara mandirl dan ‘éiﬂan memihak serta menjamin

i

Pemili De dman Qaﬂ n yamart,
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| NO NAMA
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g 4 Anggota 4
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g o Anggota 3

L0 Anggota 6

|

*‘ 7 Anggota 7
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UNSUR CALON KEPALA DESA ...

T NO | NAMA ‘ TANDA TANGAN
.
T 4

| o _ ]
5 |

Forurn Pimpinan Kecamatan ... e

- , [, S,
Camat ....... , Kapolsek ...,

3 ~ [T R S
Ttcl + Can Ttd + Cap Tid + Cap
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD | ........

KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

dihadir oie
lampir)
t

oleh para Bakal

kan sebagai Daftar

a tanganit

Ay

DISAHKAN OLEH

P2KD ......

. NO | NAMA JABATAN | TANDA TANGAN E

1 Ketua i
2 Sekretaris 2
3 Bendahara 3
4 4
— = |
a7 L)
7 7 T
| - , |
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA( P2KD } ........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALADESA ...cccivneienane

Pada hari ini, ...,
™ 1.7

Desa L. mm%ﬂa' no.....

Eeﬁe seba a'cun ana
mel‘upakaﬁ Daqmjl tidak ter p is
Atas persetujuan BPD, unta
Panitia Pez L‘"ar

1

N

it untuk dipergunakan sebagaimana
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LAMPIRAN

DAFTAR NAMA PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NO | NAMA JABATAN / UNSUR KETERANGAN

o

r\r‘l
1/ST.

T PARAF AUTENTIKASI
A..ASTEN( )

amt\‘p«{;ﬁﬁ‘g‘




DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT P2KD

NO | NAMA JABATAN / UNSUR | KETERANGAN
ooy SR T
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA { P2KD } ........
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KECAMATAN ..........

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
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Kepala D@Qf Moutong

Daerah

Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Not

Peraturan Eu; ta Cara
Pencalonan, Permilihar enetapan, esalia Dan
Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah

Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47)
sebagaimana telah di erakhir dengan Peraturan Bu}Jati

o8
b
o
:
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C L‘

Nomor tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara
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I PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
'8 N KECAMATAN .....

% . DESA ......

® A Alamat - Jin. ... No. .. Telp./ Fax.

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS KEAMANAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESBA ....
KECAMATAN ...ccvviiiicnonrevicsnccncsens
KABUPATEN PARIGI MOUTORNG

TAHUN ....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa .... Kecamatan .... Kabupaten

Kepada Anggota LINMAS / HANSIP
NO. NAMA ‘ ?\:Lﬁi ‘i; TANDA TANGAN
(LU N )
l i
2- 2 |
4 4 |
Dst ‘ “

mestinya
20
........... s e 200
KEPALA DESA ...
Ttd + Cap

Tembusan

1. Camat ..... di
2. BPD .. selaku Pengawas Pilkades
3. Ketua P2KD
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) ........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BERITA ACARA
AN DAN PENENTUAN NOMO RUT CALON

=i
2]
-]
4]
Cl
EI
<

Pada hart ini, ....., tanggal ..... bular
T e 7 vy 1 g -
Desa ..... ecamatan ..... Kabupaten qu
P2KD dipimpin oleh Ketua P2KD, dihadi

BPD dalam rangka Pengundian dan Nomor Urut Calon

dengan hasil sebagai berikut :

1. Nomor Urut i

Nama

Alamat : Dusun ....... Desa ........
2. Nowmor Urut 2

Nama

Alamat . Dusun ... . Desa .

Desa

4,

Alamat  Dusun ... Desa ........
5. Nomor Urut 5

Nama :

Alamat : Dusun ....... Desa ........

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestin ya,
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DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT P2KD

NAMA

JABATAN / UNSUR

KETERANGAN
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA { P2KD) ........
KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BERITA ACARA
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DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT P2KD
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PEMILI

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKS!
PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

HAN KEPALADESA ..........
TAHUN 20......

: MYRAIAS I 17V A "'\ TTh T
L I ket ] TEMPAT TUGAE FANDA TANGAN
NG, NAMA ALAMAT (Dusun] SAKSI SAKST
OB AN
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SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
FPADA PENGEDARAN SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALADESA ........
TAHUN 20......

q

7 - - , : r ] W 1 TANDA TANGAN
NO. NAMA ALAMAT (Dusun} SAKSI (Pengedaran o j‘q
JEEEE [y e W &S

2
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%
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N
N

Jumlah vang di
kesepakatan mu
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SURAT TUGAS SEBAGAI SAKsSI
PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA .......

TAHUN 20......

TEMPAT TUGAS TANDA TANGAT
NO NAMA ALAMAT (Dusun}  SAKSI (Pengedaran | MENERIMA TU
di Dusun) SAKSI
; Pintu Masuk 1 |
T . | . 1
(Dusun ...

o Pintu Masuk 2 -

o oo (Dusun ... } =

~ Penukaran Surat

3 4 3

s Undangan N

4. Kotak Suara 4
Dist.

Jumlah vang ditugas dan tempat tugas menyesuz

kesepakatan musyawarah P2KD dan Calon Kepala Desa

-

Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa,

PARAF AUTENTIKASI

S SSTEN{ )
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SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI

PADA PENGHITUNGAN SURAT BSUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA .........

TAHUN 20......

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
Alamat
Sebagai Calon Kepala Desa ..........

TANDA TANGAN
VAI‘G MENERIMA

7

T s A
U bl SA;‘LL.

NO. NAMA ALAMAT (Dusun) TEMPAT TUGAS SAKSI
1 Meja penghitungan 1
Papan nenghitungan
1 I fae e}

|5

Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD } ........

KECAMATAN

s

aaaaaaaaa

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
UNTUK BAHAN SOSIALISASI

PADI

2 3 4 5
Gambar Gambar Gambar Gambar
Buah Buah Buah Buah
SAWO ASAM MELON APEL

ANGHAT DAERAR




PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA { P2KD )
KECAMATAN ..........
HKABUPATEN PARIGI MOUTONG

ssssssss

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1 2 3 4 5
Foto Calon Foto Calon Foto Calon Foto Calon Foto Calon
ASHAR SYAIFUL SOFYAN SRI INDRA
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KEPALA PERANGKAT DAERAR
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA{ P2KD j ........

KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

-

| NOMOR DPT :
i
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» Saudara pada acara
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KEPALA PERANGKAT DAERAH d
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD } ........
KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BERITA ACARA

JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA l PARAF AUTENTIKA 3

ASISTEN( I

Kami vang bertanda tangan di bawah int :

TDAERARY T

HNamasa

)
=~

X

batan: Ketua Panitia Pemilihan Kepalz

-
jaj

: Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa .......... Kec. ... ..

C
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Jabatan: Calon Kepala Desa/Saksi *}...................... Kec. ... ...

Jabatan: Calon K . Kee. ..

.

Jabatan: Calon Kepala Desa/Saksi*) ..................... Keco o

Pelaksanaan Pem atan  ........... Kabupaten
Parigi Moutong vang % al .......... Bulan
Tahun 20.... telah car serta bersifat lan gsung,

lan
terdapat hal-hal

e
%
&

vang berlaku dalam hal
T

membe tidak sesuai der ngﬂ’ lfﬂ 1vate ,aﬂﬁ};'a
Berita Pemungutan Suara mi kami tanda tangani setelah
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semilih terhadap pertanvaan D”‘IJ“ vang menyatakan

bah‘xw pelaksanas 1 1 telah rha"”tﬂm sah dan telah berjalan secara
langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur rian adil.

tapkan
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
KETUA SEKRETARIS
Ttd + Cap

tarceessaces cerseEstanase




Calon Kepala Desa / Saksi ¥ Calon Kepala Desa / Saksi ¥}
Calon Kepala Desa / Saksi *) Calon Kepala Desa / Saksi ¥
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) ........
KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pada hari ini,

Penghitungan dipimpin oleh
on dan Saksi Calon, serta f%r[‘ sele

1.
2.
Sehubungan dengan Hasil penghitungan surat suara berjumlah sama/tidak
sama *), maka dilanjutkan vang terjadi selisih *.

s3csessEeNIELIL D

sessssssrssanene

Lo, Lo,

2o 2

s 3

<3, )

4. 4. .
Disaksikan oleh Pengawas/ BPD
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA { P2KD }........
KABUPATEN PARIGI MCUTONG

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kam: vang bertanda tangan di bawah int :

1. Nama
f tim Permilib Kenals Ker
Jabatan iitia Pemilihan Kepala {eC.
2. Namasa
Jabatan: Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec
3. Nama:
Jabatan Kec
4. Nama
Jabatan ¢ Kec
5, Nama
Jabatan CKeo,

suara 4l P DLESUH, maka

NAMA CALON
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dalam hal

sesual dengg
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umlah suara vang dipero

leh masing-

Kecamatan

Kabupaten
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Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA(P2KD } ........
KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

,’7) (%
20,
Kepada
Ketua BPD............
di-
Tempat

L

lengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pada Hari ..... tanggal ........ telah dilaksanakan Pemiliha

4. Selanjutnyva d E
Terpilih tahu epala Desa
.. Masa Jabatar upat: Parigi
Moutong serta dilai
S Sebagai  keler ahkan

KETUA PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA (FZKD) ... ,

| S PARAF AUTENTIRAS] e
ASISTEN( ) 1

KEPALA PERANGKAT DAERAR
" KABAG HUKUM

e e .



BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA ......ovicees
TAHUN 20...

ada hari ini, ..., tanggal ... Bulan . Tahun ... bertempat di qua
Kecamatan .... Kabupaten Parigi Moutong, kami vang bertanda tangan dibawah ini :
1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ............... disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ... ... disebut PIHAK KEDUA.
Sebagai wujud pertanggungjawaban r;HAi\ PERTAMA telah menverahkan kepada
PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik vang berkaitan c‘enq:a Pemilihan
Kepala Desa Tahun 20......
Dokumen vang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud
diatas meliputi

. D T;

. Surat Suara,

e, Berita Acara kesepakatan tertulis;
f.  Surat/logistik ‘amm. a.

~

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjwab ¢

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
................... s 20
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KETUA BPD ... . KETUA P2KD
T 1 4 -




PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD j ........
KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN E{EPE—‘;LA E

"

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KDj ...

Menimbang © a. bahwa untuk memberikan  kepastian  hukum  hasil
penghilungan peroleheas: suara Calon chaia Desa ... Terpiih
pada P(ﬂmz'zh’m Kepala Desa ... Tahun ... untuk Masa Jabatan
20, ~ 20 prﬁvh‘ diteta pkdﬁ da’!%n Keputusan;

b. bahwa be asarkan pertimbangan se Jagaimana dimaksud
pada auruf a, perlu meneta “wyan r\mpL 1isan Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa fe
Desa ... Terpilih Masa U:baLaA 20... - 20... P?ﬂdﬂ Yemilihan
Kepala Desa ....... Kecamatan ...... Tahun 20.....;

Mengingat c 1 Ur Tahun 2014 tentang
{Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nom
Tan Republik Indonesia Nomor 54

2. Peratur 43 Tahun 2014 tentang Petunjul
Pelal Nomor 6 Tahun 2014 tentang
De publik Indonesia Tahun 2014
N embaran Negara Republik Indonesia
N na telah diubah terakhir dengan
Z‘e;‘at‘u?an Prmﬂ‘mﬁb NDQ}D; 11 'Tah‘un BCM“ tentang
Peruba atu 3 Tahun
2014 tap‘i“ﬂg Petuz juk EJFI:.;}@;‘,“Q&PLE jﬂ fmﬁ—! suda&‘b Nomor 6
Ta ng | ran Negara Republik

ahan Lembaran Negara

hun 2015 tentang Pemilihan
Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 156} sebagaimana telah

C 1 Pen
Pengangkatan, Dan Pelantikan (
I{L,bupaten r’a*—igi Moutong Tahun 2021 Nomor 47)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

Nomor ... ;aﬁtn 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati ! 47 Tahun 2021 ff:n?angg Tata Cara
encalonan,  Pemilihan, , Pengesahan D;m

{Berita Daerah

@)

Tahapan
1 Moutong
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Pemilihan

<{EDUA . Sens ya vang timbn sebagai akibat dikeluarkannva

! ebaﬁ pade ggaran Pemnilihan Kepala Desa
i dan/atau
crundang-

»-w -

vang sah sesuai ketentuan Peraturan

ETUA PANIT
" KEPALA DESA ..........

TIA PEMILIHAN

[N N RREEE|

PARAF AUTENTIKAS
ASSTEN )
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Temﬁ dan
Tanggal Lahir
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Nama Calon Kepala Desa
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PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Fsaesa

hﬂmfh JIP”

e , 20...
Nomor CLL/BPD- 20 Kepada
Sifat : Penting Yth. Bupati Parigi Moufong
Lampiran ( ] di-
Perihal Parigi
Menindaklanjuti Laporan Ketua P2KD ... taﬂggai
.., Perthal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

, dengan hormat disampaikan Usulan Pen
Penganigkatan scria Pelantikan Calon Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun ... Masa J
20...., berkas terlampir.

PARAF AUTENTIKAS] j%
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PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

oy
X
::id‘
e
-

Menimbang : a.

Co

f 20 4
Pen nnh*m H pala Desa ... Tahun
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada ‘Nuuf a, ¢ menetapkan  Keputusan Badan
Permusyawaratan tentang Pembubaran Panitia
?6mzhhan Kepala Fahun ...

Mengingat ; 1. Undang-i 5 tentang  Des
(Lembaran Negara Repub'ﬁk Indonesia Tahun 20 H?\EOmQ;
Tambahan Lembaran Negara R’ﬁ;}ubha T '1 onesia Nomor 54935)

s

M' “‘] )

2. Peraturan Pemerintah Nom 3 Tahu ang ’Jnumu}f
Pelaksanaan iiﬂncﬁg—u::danq Jomor
Desa (Lembaran Negara Republik
Nomor 123, Tambahan Lembaran Nﬁga;‘
Nomor 5539) sebagaimana telah
Peraturan Pemerintah Nomor 11
. N
~am E_,
mbaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara
mnesia Nomor 6321};
3. raturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan
{(Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong

‘\13’31@1“ Daerah

P encalona X a enetapan Pengesahan Dan
en gﬁnai lanti 1
Nomor  47)
aturan Bupati
Kedua Atas

schagaimana el
Nomor '
Peraturan Bupe
encalonan,
engan '}’kataﬁ, an
abupaten Parigi Mou

aelige!

9]

promal |
¥

1
5. Keputusan Bupati N@m T Jadwal Tahapan
Permilihan Kepala Desa Serents {ab nxakan arigi Moutong
Permilihan Kepala Desa Serentak la‘nj t Parigi M g
Tahun 2020

|__PARAF AUTENTIKAS
ASISTEN( |

| KEPALA PERANGKAT DAERAH
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MEMUTUSKAN

KEDUA
lancar,
KETIGA aku pada tanggal ditetapkan

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

Ttd+Cap
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) ........

KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Kepada
Yth. Bupati Parigi Moutong

i -

‘emilinan Kenpal

Parigi Mouto

KETUA PANITIA PE

T

ey

1. ,

2. Kepala Desa ... di tempat

PARAF AUTENTIKASI,
ASISTEN( |

 KEPALA PERANGHAT DAERAH

PR M ysre s
HABAG Hur




PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

2. menggunakan Kop Surat P2KD ditandatangani oleh
iri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat P2KD dan penandatanganannya beserta stempel,
selengkapnyva sebagai berikut

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN PARIGI MOGUTONG
e D

Sekretariat. JI. ........... No. ....... 0 {04581} ............ Fax: .. ....... Kode

Rl

(NAMA JELAS) (NAMA JELAS)

1. Stempel P2KD berbentuk 4 persegi panjang berukuran paniang ©
S
dan lebar 3 cm

arna ungut.

i Kepala Desa sebagai berikut .

(IR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........
RECAMATAN ..........
KABUPATEN ?%REGI IﬁOUTGNG
Sekretariat, I ... .. Mo ....... 00451} ............ Fax Kode Pos: ...,

O om

PARAF AUTENTIKAS
ASISTEN{ ) ,
KEPALA PERANGKAT DAERA| 11,
KABAG HUKUM
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Hul surat P2KD ber 36‘1:@& 1segi oL
i

depan 33111;;&! harus fhben {&hlp pzﬁina
oh sampul surat sebagai berikut

al

b

2]

=}

(N

0

1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......
KECAMATAN ..........
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Sekretariat. JI. ........... No. ....... 0 {0451} ........... Fax .. ... Kode Pos: ...
Nomor

“* PARAF AUTENTIKAS %
ASISTEN{ |

KEPALA PERANGKAT DAERAH

’_ |~
HABAG HUKIM ﬁ‘é' |
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DENAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Papan Penghitungan Papan Penghitungan
Papan Penghitungan
{ Jagung ) { Padi)

Panitia

Saksi Saksi Saksi
Calon Kades Calon Kades Calon Kades

P
. i
P
=L
oY

- anitia

Saksi

Perlengkapan Penghitungan :

o
Sarung Tangan
Plastik Penuftup Meja

IOl N

» PARAF AUTENTIKASH®
ASISTEN{ )
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

AT HUKUN
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DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA

bitvis
M‘} iy

1. Pintu Masuk pemilih sesuai DPT S, Panggung tempat calon
2. 6. Pintu keluar
7. Pembatas antar dusun agar pemilih
sesnai DPT bisa masuk dan keluar
- sesuai batas dusun masing-
masing
3.
8. Batas area TPS

9. Meja Pencelup Tinta

" PARAF AUTENTIKASf =
ASISTEN( ) IF
EPALAPERANGKAT DAERA| TF L
" ABAG KU A




PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN .....
Alamat :Jin. ... No. .. Teip. /Fax

Ul
-
A
g
k—I

I KETEP%‘\AL& N TIDAK PERNAH MENJABAT

TIGA KALI SEBAGAI KEPALA DESA
NOMOR ... e

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama .
Jabatan Camat .......

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

CAMAT ...,
Ttd+Cap

Pa gfatf’uoi, Ruang

NiP. ...

* PARAF AUTENTIKAS!
ASISTEN( |

] KEP& PERANGKAT DAERAH ~




PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN .....
DESA .........

sEssea

. No.o . Telp./Fax

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :

Jabatan : Kepala Desa ......./Pj. Kepala Desa ..........

Memberikan izin cuti kepada :
Nama

=Y

Jabatan

Alamat

KEPALA DESA ...

Ttd+Cap

1. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) i Parigi
2. Camat ... di

3. Ketua BPD ... di tempat

~ PARAF AUTENTIKAg! -
ASSTEN{ |

KEPALA PERANGKAT DAERA
KABAG Hibn 01 —F
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CONTOH PERMOHONAN IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Lo
-

3

Perihal @ Permohonan Izin Cuti i

sebagal

1 terima

Hormat Saya,

Gnrzssar e ETE N

PARAF AUTENTIKAS]
ASISTEN( ) o

[ KEPALA PERANGKAT DAERAH[ .
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CONTOH PERMOHONAN IZIN CUTI KEPALA DESA

39
ety e e AW
A, I SIS S
hal : Permohonan {zin Cun

i
i

kembali
Tahun

sespsesseccazes
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CONTOH SURAT PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA BPD

ey e 200,

Perihal : Pengunduran Dir i

Dengan hormat,

Jabatan Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Angeota BPD ..., *
£ / H &5

Alamat

Dengan ini mengajukan pengunduran

Ketua/Sekretaris/Angeota BPD ....... * Masa Bakti

mencalonkan dirt sebagai Calon Kepala Desa
Kecamatan ..... Tahun .....

ijaksanaannya disampaikan terima
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*) coret yvang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota BPD *
Alamat

Menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota BPD

....... * Masa Bakti .........., oleh karena Saya mencalonkan diri dan telah ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan ..... Tahun

.....

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari
siapapun untuk digunakan sebagimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000
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PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN .....
Alamat : Jln. .... No. ... Telp./Fax.

........... 3 eeeennenes 2000

Kepada

Yth. Bupati Parigi Moutong
Cq. Kepala Dinas PMD
Kab. Parigi Moutong

di -
Parigi
SURAT PENGANTAR
NOMOR :
NO. URAIAN KETERANGAN
1 2 3

1 Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon |Dikirim dengan hormat
Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 20... - 20.. juntuk proses lebih lanjut

sebagai berikut :

- Desa ....... atas nama ......
- Desa ....... atas nama ......
- Dst.

dengan Dokumen Hasil Pemilihan Kepala
Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... dari Desa-
desa tersebut, terlampir.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

..........

Pangkat/Gol/Ruang
NIP. ..........

BUPATI PARIGI MOUTONG,
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